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Abstrak: Background of this research is of existence of regional segregation become lhc_
autonomous regencies newly which tend to do not in control and do not reach of the target of
regional segregation: society welfare. Counted 114 regencies of segregation formed in range nf:
time 1999 - 2004 conducted by quartile and obtained by each proxy of quartiles: Regence (.)i
Rote Ndao, Regence of Mamasa and Regence of Rokan Hilir as research regions. Approach in
this research is descriptive-quantitative with the case study strategy. Pursuant to research result
in the reality third it’s the economics growth regencies still under its mains regencies. Amount
of people flatten under amount of its mains regencies. The economics growth is convergent
in the reality at Governmental aid, especially sharing holder fund, non from its intern region

ECONOMICS.
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Sejak diberlakukan UU No, 22 Tahun 1999, proses
pemekaran terjadi begitu cepat dan cenderung tidak
terkendali, Selama kurun waktu tahun 1999 sampai
tahun 2004, telah terbentuk 148 daerah otonomi baru
yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 114 kabupaten
dan 27 kota. Aspek vang kental terasa adalah justru
bermainnya kepentingan pribadi, kelompok, etnis,
agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan social,
rasa iri, ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan
sebagainya (DRSP, 2007). Pada kurun waktu 2007 dan
2009 daerah otonomi baru telah bertambah lagi dengan
57 kabupaten/kota, sehingga saat ini jumlah daerah
otonomi di Indonesia totalnya menjadi 524 daerah
otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten
dan 93 kota (Sumarsono, 2010).

Tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk
mening-katkan  kescjahteraan  masyarakat, dan
kescjahteraan masyarakat  dapat  diukur  dengan
tingkat pertumbuban perckonomian daerah vang
bersangkutan.  Pertumbuban  ckonomi  wilayah
adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara
keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, vaitu
kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang
terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya
dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat
Pertambahan dari satu kurun ke kurun waktu berikutnya
harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinvatakan
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dalam harga konstan (Tarigan,2005). Selanjutnya
Tarigan (2005) mengutip Boediono (1985:1) yang
menyatakan “pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikan owrpur per kapita dalam jangka panjang”.
Jadi, persentase pertambahan outpur itu haruslah lebih
tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk
dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa
pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada
ahli ekonomi yang membuat detinisi vang lebih ketat,
yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber
dari proses intern perekonomian tersebut™,
Pelaksanaan otonomi daerah dapat disebut gagal
apabila dua masalah mendasar di daerah belum teratasi
yaitu (1) ketimpangan sosial-ckonomi antar daerah dan
antar warga masyarakat, dan (2) kemiskinan belum
dapat diberantas sampai tuntas, Masalah ketiga adalah
pengangguran (terutama penggangguran terbuka) lebih
merupakan masalah sektor ckonomi modern yang
oleh ckonom sering dianggap “cukup mudah di atasi
melalut pertumbuhan ckonom yang berkelanjutan™.
Penggangguran tipe lain di negara-negara berkembang
yaitu pengangguran tak kentara (tersembunyi) bisa di
atasi meskipun tidak mudah, melalu program-program

penanggulangan  kemiskinan  dan  pemberdayaaan
ekonomi rakyat” (Mubyarto, 2001),
Permasulahannya.  apakah  suatu  wilayah

mengalami  pertumbuban  tetapt  pertumbuban
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fercipta karena  banyaknya  bantuan m“:l":“::::,k.::-l:
dana dari pemenntah pusat ataukah ¢ ;“'m"m[m
mtern perchonomian wilayah it sendin, :T -
pertumbuhan jumiah - penduduknya npnkan‘ o
rendah  ataukab  lebth  tnggy  dan pertum ulg :;h
ekonominya. Oleh Karena i, tujuan penelitian ada “1‘
nwnuulct\iulikam apakah pertumbuhan ¢konomi ('n
higa ‘kahnpulcn berasal dart bantuan |\u‘:1\gr||\1all\.|1ufulli
ataukah dant proses mtern perekonomian wilayah

vang  bersangkutan  dan bagaimana  pertumbuban
penduduknya,

TINJAUAN PUSTAKA

“Industri™ atau *bisnis’ pemekaran wilayah di masa
reformast terjadi juga disebabkan oleh faktor lemahnya
Pemenntah Pusat (dan sebaiknya menguatnya local
power pasca Socharto). Lemahnya Pemerintah Pusat
dipandang dari Kepentingan daerah adalah peluang
untuk mengajukan tuntutan (aspirasi) atau melakukan
‘resistensi’  terhadap negara  (Ratnawati,  2009),
Resistensi pada dasarnya perlu  dilakukan untuk
memperoleh kepatuhan, Namun, dalam memperoleh
kepatuhan tersebut, sejumlah peneliti menemukan
alasan yang berbeda-beda, Stanley Milgram (1974),
misalnya, menemukan bahwa manusia atau kelompok
individu  sesungguhnya dapat dimanipulasi untuk
menumbuhkan  kepatuhan. Milgram
perbatian  pada bagaimana  Hitler
Para pengikutnya sehingga patuh terhadap dirinya
dalam membinasakan kaum Yahudi di benua Eropa.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat
seseorang dapat dimanipulasi - adanya prakondisi yang
sudah ditanamkan (disosialisasikan) pada kelompok
yang akan diubah untuk menerima  norma-norma
otoritas, bila mematuhinya akan diberikan imbalan
atau hukuman bila sebaliknya; ada persepsi yang kuat
terhadap figur otoritas dan ada faktor pengikut ‘setuju
(persetujuan) untuk berpartisipasi (Kasali, 2006).

Pertumbuhan ekonomi suaty wilayah dapat saja
terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat
kesejahteraan masyarakat, Ha) ini bisa disebabkan
karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih
tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan dj
wilayah tersebut. Bagi daerah, indikator ini sangat
dibutuhkan untuk  menila kinerja Pembangunan
yang telah dilaksanakan, serta berguna pula untuk
menentukan arah pembangunan pada masa yang akan
datang. Data pertumbuhan ekonomi diturunkan dari
PDRB atas dasar harga konstan. Harga konstan yang

menaruh
memanipulasi

k Polinik Daan Admisistrast

digunakan sdalah data harga tahun 2601 (Ii]ng'. g

Pertumbuban  Pendapatan Domesyk R"?""n‘l
Bruto (PDRB) suatu dactah crensiny, ’n““gﬂﬂnih’;rk:“
perekonomian - suatu - daerah ying "":"Hhﬂsllk;,n
barang dan jasa schagar agregat day konsumy, (Tutng),
tangga), nvestast dan pengeluaran Pemeringy, (e
cksport). Sehingga implikasinya Produktiy gy, Suiaty
dacrah sangat tergantung  padg tingg) “’“dahnya
output yung dihasilkan dalam suaty aktiviggs '"'k‘"“rm
dengan memanfaatkan faktor produks; Yang tergyy,
dart capital dan labor sebaga) komponen Wama dglyy,
perekonomian suatu dacrah {.Yulmlam. dkk. 2007,
atau PDRB merupakan  penjumlahan milar oupy
bersth perckonomian yang ditimbulkan oleh selyry,
kegiatan ckonomi, di suatu wil

ayah fterteny, (saty
tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimakgyg

mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industry
pengolahan, sampai dengan Jasa-jasa (BPS, 2009),

Elit-clit lokal memanipulasi massa  hergerak
(gerombolan/mobs) di daerah-daerah untuk menekap
pemerintah pusat yang lemah. Sebagaimana dikemukap
Ratnawati (2009), mobrokasi inilah yang tampakny,
dikhawatirkan pemerintah Pusal yang lemah iy
karena dapat berdampak buruk pada stabilitas dan
pembangunan citra yang sedang diupayakan, Sepert)
diketahui, SBY san gat menonjolkan politik pencitraan,
Kemudian pusat yang tidak berdaya melakukan politik
akomodasi atas tuntutan-tuntutan daerah, khususnya
tuntutan pemekaran, Dengan dikabulkannya tuntutan
pemekaran, maka daerah diharapkan dapat lebih
‘tenang’ (stabil). Padahal ‘ketenangan’ di daerah
yang terjadi pasca pemekaran bisa saja merupakan
“ketenangan semu’ yang diindikasikan oleh banyaknya
konflik atau permasalah akibat pemekaran.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRBadhb) atau
PDRB nominal mengukur nilai outpur dalam sa
periode dengan menggunakan harga pada periode
tersebut. PDRBadhb berubah dari tahun ke tahun karend
dua alasan, Pertama, output fisik barang be’“bah;)ﬁ
kedua, harga pasar berubah. Perubahan pada Pu ik
nominal sebagai akibat dari perubahan harga s
menjelaskan apapun tentang kinerja_ Pe'd;::w-.
dalam memproduksi barang dan jasa ( diketahtd
2003), tetapi dengan PDRBadhb d“‘;"“m berbad
Sampai di mana harga-harga dan oL mb:lun- pORB
jenis barang dan jasa mengalami perv menunjokls®
atas dasar harga konstan (PDRBadl;ku;ﬁnﬁs 4
apa yang akan terjadi terhadap penge atay didas”
Jika jumlah berubah tetapi harga tidah ¥ b

sehin
atas harga pada tahun tertentu
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. hany disebabkan  oleh  meningkatnya
.f'r~"" prodiks). katena harga dianggap tetap

Akan tetapr, pada seklor jasa yang tidak
m,,,:tu:l it produksi, milar produkst dinyatakan
,,.«nuill:“gn ual Oleh karena itu, harga jual harus
i}ail;l{";'.u: dengan menggunakan indeks inflasi atay
::.‘:;M:" ain yang anggap sesuai. Laju pertumbuhan
.-f;uﬂ”"“ urnuminya divkur dan kenatkan nilai konstan,

,‘_-m’#l'
,u"'l"h

pendapatan Ash Dacrah (PAD) dihasilkan dari
upayi daerah sendin yang heri.mal dari  berbagai
sumnber, antafi lain adalah dari pajak derah, retribusi,
et] keuntungan perusahaan dacrah, dan dari berbagai
gagha lannya yang sah menurut peraturan. Hanya
su), kemampuin daerah untuk memperoleh PAD rata-
rata sangat rendah, bahkan untuk menutupi biaya rutin
pun tidak memada, Selain karena belum terbiasa,
aimber-sumber  pendapatan utama  seperti  pajak
(dalam berbagai jenisnya) dan sumber daya alam tetap
menjadi wewenang, pemerintah pusat. Sampai tahun
2002, rata-rata penerimaan PAD kabupaten dan kota
hanya sckitar 12,5 persen dari total dana yang diterima,
sedangkan untuk provinsi sekitar 28 persen (Basri dan
Munandar 2009),

Kontribusi PAD terhadap APBD yang rendah dan
dominannyadana perimbangan dalam penyelenggaraan
pemerintah  kabupaten  pemekaran  menunjukkan
ketergantungan fiskal kabupaten pemekaran pada dana
perimbangan daripada mengandalkan pembiayaan dari
PAD. Kuncoro (2004) telah mengidentifikasi faktor
penychab utama ketergantungan fiskal di Indonesia,
sctidaknya  meliputi (1) kurang berperannya
Perusahaan dacrah sebagai sumber pendapatan daerah;
2) ingginya derajat desentralisasi dalam bidang
Perpajakan; (3) kendati pajak daerah cukup beragam,
fernyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai
umber penerimaan; (4) adanya kekhawatiran apabila
:'::“h Mempunyai sumber keuangan yang tinggi,
o i “ffu kecenderungan terjadi disintegrasi d'an

Paratism (5) kelemahan dalam pemberian subsidi.

pcm:t':':crimah dacrah juga dapat melakukan upaya
dan ﬂ%n’:::m,m“ melalui optimalisasi peran BUMD
milik N N. Peranan investasi swasta dan perusahaaq

“bara/dacrah  diharapkan dapat berfungsi

AR De e
ekop, PeMacu utama pertumbuhan dan pembangunan
4

"-'!wm o :
“activity). Dari sisi eksternal, daerah dituntut

Menarik

Witsty dt:“d“k Investas) asing agar bersama-sama
1l ¥ .

"k‘*num- mestik mampu mendorong pertumbuhan

“¢tah serta menimbulkan multiplier effect

engine of growth dan sebagai center of
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yang besar ( Mardiasmo 20072)

METODE PEN ELITIAN

pem:::clitmnddilakukan pada 114
fan pada kurun wakmy

dengan tahun 2004, Lokasi kaji;:h:ir;al::::n -‘:mpa,
kahgpatcn yang dipilih berdasarkan kuarti| Mals:r'uga
masing kuartil selanjutnya dipilih wakilny;n Kuartg;i
I' diwakili Kabupaten Rote Ndao, kuartil 2 dan 3
diwakili Kabupaten Mamasa dan kuartil 4 diwakili
Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian selama
2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan September -
Oktober 2011, Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif — kuantitatif dengan menggunakan studi
kasus. Studi kasus merupakan suatu bentuk desknptif
- kuantitatif untuk meneliti pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif.
Dalam penclitian ini jenis data yang diperlukan
adalah data sekunder. Sumber data utama berasal dari
BPS. Sedangkan sumber lain yang diperlukan seperti
laporan studi dan penelitian yang dilakukan oleh
instansi maupun perorangan, laporan ilmiah, peraturan
perundangan dan sumber-sumber lain yang relevan
dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul akan
dianalisis dengan analisis kuantitatif dan kualitatif.
Data kuantitatif yang disajikan dalam tabel frekuensi
selanjutnya diinterpretasikan dan dinarasikan untuk
menjawab tujuan penelitian,

kabupaten hasi]

PERTUMBUHAN EKONOMI DI TIGA

KABUPATEN PEMEKARAN

Pendapatan Domestik Regional Bruto |

Kabupaten Rokan Hilir mcnf:r‘ima dana bagi
hasil (2009) sebesar Rp. 911,07 miliar (VIVAn;ws).
Sedangkan Kabupaten Rote Hdao yang m;:h:;
sumberdaya alam hanya menerima dana .bag:q ;:a
sebesar Rp. 19.025,37 juta (Rote Ndao Dak:;;::m ';,a .
2010) dan Kabupaten Mamas§ menerima g
hasil sebesar Rp. 19.516,35 juta :ml:m:sna o
Angka 2010). Data mentah EDOHP 2 X an} it
dari Kementrian Keuangan menyebut

. il tahun 2009
. ima dana bagi hasil @
Rokan Hilir menerima r dan Kabupaten Mamasa

tlia
Rp. 1.291,98 mi bupaten MaTB
Mbc:::map sebesar  Rp. 19.52 mﬂmf.r :;‘imﬁ 0
:‘: paten Rot¢ Ndao menerima sebesa

abu
miliar.

ingkat terus
PDRB adhb di tiga kabupated meningka
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setiap tahunnya dan rata-ratanyd (2005 - 20.0.9)
Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 24.38-'4.4 miliar
dengn minyak dan gas, sedangkan tanpa minyak dan
gasbsebesar Rp. 10.274.2 miliar; Kabupaten Mamasa
Rp. 700,6 miliar; sedangkan Kabupaten Rote Ndao
sebesar Rp. 444,56 miliar. Dari data ini terlihat bahwa
output barang dan jasa di Kabupaten Rokan Hilir sangat
besar dan di Kabupaten Rote Ndao PDRBadhb hanya
1/55-nya Kabupaten Rokan Hilir dengan minyak dan
gas dan Kabupaten Mamasa 1/35-nya dari Kabupaten
Rokan Hilir.

Besarnya PDRBadhb itu terjadi karena
perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir sumbangan
terbesarnya berasal dari pertambangan dan penggalian
(67.11%), Kabupaten Mamasa perekonomiannya
utamanya pertanian (53,35%), disusul jasa (18,61%).
Sedangkan di tahun 2009 Kabupaten Rote Ndao
perekonomiannya masih ditopang peran pertanian
yang mendominasi sebesar 44,45%; disusul sektor
jasa 27,09%. Peran sektor pertanian semakin menurun
setiap tahunnya 45,84% (2007) menjadi 44,83%
(2008); hal itu disebabkan karena berkembangnya
sektor jasa dan lain-lainnya.

spek POIINK 12an o v

Pertumbuhan  ekonomi  dan Pertumbyhg,
penduduk di tiga kabupaten pemekaran, makg dapy
dianalisis sebagai berikut. Laju pertumbuhap PDRR
di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamas,
berfluktuasi dan cenderung melambat. Sedangkan ;
Kabupaten Rokan Hilir untuk laju pertumbuhan PDRR
dengan minyak dan gas berfluktuasi dan cenderyy
menurun, begitu pula untuk tanpa minyak dap gas
cenderung melambat. Hal ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten pemekarap
berfluktuasi. Perlambatan dan penurunan pertumbupay
ekonomi disebabkan adanya pertumbuhan per
sektor yang melambat. Laju pertumbuhan penduduk
berpengaruh terhadap capaian dari pembangunan
ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rote
Ndao hampir tiga setengah kali lebih banyak dari laju
pertumbuhan penduduk, dengan demikian Kabupaten
Rote Ndao dapat berharap pembangunan ekonominya
dapat berlanjut dan mensejahterakan masyarakatnya.
Kabupaten Mamasa, laju pertumbuhan PDRBnya
hampir lima kali pertumbuhan penduduknya, dan
pemerintah Kabupaten Mamasaberharap pembangunan
ckonominya berlanjut dan dapat mensejahterakan
masyarakatnya. Kabupaten Rokan Hilir sebagai

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk
di tiga kabupaten pemekaran dan kabupaten induknya selama 2005 — 2009

Kabupaten Laju Laju Kabupaten Laju Laju i;
pemekaran | pertumbuhan | pertumbuhan induk pertumbuhan pertumbuhan |
ekonomi penduduk ekonomi penduduk

Rote Ndao |- Fluktuatif, - Meningkat, | Kupang - Fluktuatif, - Menurun, L
cenderung lebih rendah melambat, rata-raa minus |

melambat dari laju lebih rendah dan lebih {

pertumbuha dari kabupa rendah dari 'L

n ekonomi ten pemeka laju per- {

rannya tumbuhi}'ﬂ :

ekonomi |

Mamasa - Fluktuatif, - Meningkat | Polewali - Fluktuatif, - Cenderung |
cenderung setiap tahun, | Mandar melambat naik, lebih |

melambat lebih rendah rendah dan |

dari laju pertumbuhan |

per- ekonominyd |
tumbuhan ,

ekonomi {

Rokan Hilir | - Kecil - Meningkat | Bengkalis | - Fluktuatif, |- Menuu® |
dengan setiap tahun menurun dan jumlah pen |

migas dan dan lebih kecil dengan |  duduk hamPl |

cenderung besar dari migas. sama denga®

menurun. pd Tanpa kabupatefl |

Tanpa migas |  pertumbuha migas, besar Pe'“‘k“?nn' i

melambat n ekonomi dan a. Ra‘”"b h f,

dan lebih dng migas. cenderung minus 15

besar Tetapi lebih melambat kecil dmu }

kecil pada Pezo o |

daripada buhan € |

tanpa migas miny3

Sumber : BPS, 2010
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daerah baru yang menjanjikan, maka banyak penduduk
pendatang sehingga laju pertumbuhan penduduknya
rata-rata hampir lima persen. Dengan laju pertumbuhan
PDRB tanpa minyak yang mencapai hampir delapan
persen, maka pembangunan ekonominnya lebih tinggi
dari pada pertumbuhan penduduk; tetapi apabila
ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB dengan minyak
dan gas ternyata lebih rendah yang rata-ratanya hampir
tiga setengah persen, maka pembangunan ekonomi di
Kabupaten Rokan Hilir kurang dapat mensejahterakan
masyarakatnya.

Apabila  dibandingkan  dengan  kabupaten
induknya, Kabupaten Rote Ndao laju pertumbuhan
ckonominya lebih tinggi daripada Kabupaten Kupang.
Walaupun begitu dengan pertumbuhan penduduk
vang minus, maka dapat dikatakan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Kupang lebih baik daripada
di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan di Kabupaten
Polewali Mandar, laju pertumbuhan ekonominya
cenderung melambat tetapi lebih tinggi daripada laju
pertumbuhan penduduknya, begitu pula di Kabupaten
Bengkahs walaupun laju pertumbuhan ekonominya
melambat dan kecil tetapi pertumbuhan penduduknya
terus menurun, bahkan minus. Jadi kabupaten
induknya, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten
Polewali Mandar masyarakatnya lebih sejahtera
daripada di kabupaten pemekarannya.

Keadaan di tiga kabupaten pemekaran tersebut
dapat dibuat dalam suatu diagram kuadran sebagai
berikut : sumbu vertikal adalah laju pertumbuhan
PDRB dan sumbu horizontal untuk laju pertumbuhan
pendududk. PDRB Kabupaten Rote Ndao dan
Kabupaten Mamasa walaupun relatif  kecil
dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Rokan
Hilir, tetapi pertumbuhannya relatif lebih tinggi dari
pada laju pertumbuhan penduduknya. Sedangkan
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai laju pertumbuhan
PDRB dengan minyak dan gas lebih kecil dari
pada laju pertumbuhan penduduknya, untuk laju
pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas melebihi
laju pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk
yang besar di Kabupaten Rokan Hilir yang hampir
sama dengan jumlah penduduk di induknya sebetulnya
dapat menjadi modal pembangunan yang potensial,
pabila berkualitas tinggi dan laju pertumbubannya

%1ap harus lebih rendah daripada laju pertumbuhan
ckonominya,
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C:ambhar 1,

Diagram laju pertumbuhan PORR dengan lnjw
pertumbuhan penduduk di tiga knhupaten

pemekatan
Lap PDRB (+)
Laju pertumbuhan * Rohil T’ * Rote Ndao [ .aqur pertombohian
penduduk (+) * Mamasa pendudik {-)
S  —
|
\
|
Laju PDRR ()

Oleh  karena itu, perekonomian  Kabupaten
Rokan Hilir harus lebih fokus pada sektor industri
pengolahan, scktor perdagangan dan hotel, serta
sektor pertanian yang menjadi andalan penduduk pada
umumnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus
bisa menarik investor di sektor pengolahan, terutama
pengolahan pertanian untuk menunjang pengolahan
komoditas kelapa sawit yang menjadi unggulan. yang
dapat menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak,
schingga tidak terjadi backwash effect dan dapat
menjadikan multiplier effect bagi perekonomian &
Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa
Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa yang
berbasis pertanian  relatif tidak merusak lingkungan
— pembangunan ekonominya semakin meningkat dan
dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tingg dari
pertumbuhan penduduknya, maka dapat diharapkan
pembangunan yang dilaksanakan dapat berlanjut
dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Rokan
Hilir yang kaya raya dan berbasis pertambangan
dan penggalian mempunyai pertumbuhan PDRE
yang luar biasa besar dan cepat, tetapi dengan laju
pertumbuhan penduduk yang cepat melebihi laju
pertumbuhan PDRBnya, maka pembangunan ekonomni
yang dilaksanakan kurang dapat mensejahterakan
masyarakatnya.

Perekonomian yang didukung oleh sekior eksiraksi
sumberdaya alam di Kabupaten Rokan Hilir memang
sangat menjanjikan dan cepat berkembang, tetapi ada
batasnya dan berdampak negatif yang sangat besar
bagi lingkungan hidup, apalagi pemerintah dacrah
belum mempunyai rencana atau menyiapkan strateg
bagaimana mengatasi dan mengantisipasi dampak
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Pendapatan A\sh Daerab (PAD)

Pemerimaan pendapatan b daerad vamg rals-Tan
kecil, Takea pemermialn dacral periis herwa wwaasaba
Tk apat mengger i perskonoean & dacratma.
imeors yang menguto Blskesh memvatakan dacrab
PETIERATAD datam pemicanguran coopoem dacrabeya
dapal memamican  peran-peran pern  wrmsaha
(entarpremenr . kovedimator. Sasleaor dan stmulator
una menmghatian perekoooman dserabmyva untuk
Teneclanierdon  masyarakat  Schagm  wirausaba
menpalanian searn waha buns. Pemermtah dacrah
Bsjuan busass. Tanah st benguman dapat dikendahkan
oleh pemermeah daerash uneuic Tgyuan komsenvas: atay
tlasan-alasan ingangn 2omya dapar yuza sehasa:
alasan perencanaan prmbangman aau | dapat

schaga: pencipta peluang
k.er]aymgndakdapudxhhtmohhm

tmasta. sau untuk menjamm iersedianya jasa yang
tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta
Dengan peran sebagai wirausaha pemda ditunng
mmgi:mmf@mwm
dacrah Teormasuk dalam hal ini adalah bagaimana

mernanfaatkan aset pemda. mendorong pertumbuhan

bisaiis daerah. dan pemberdayaan masyarakat marginal

(Blakely. 19%9 5 dalam Kuncoro, 2004:113).
Penerimaan PAD ratarata &

Rokan Hilir wahun 2006 sebesar Rp. 105.793 miliar:

Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 5.054,08 mihiar dan d;

Kabupaten Pote Ndao sebesar Rp. 15.700 miliar.

Tabel 2. Perbandingan PAD di tiga kabupaten,

tabun 2009 (juta rupiah)
T Kabegetes Rate Kibwates  Kabupates Rokag
B T A TE ™ T CE R
Tamn | mes TR T
TS i T —

A,
i

mm BPS, 2G11.

Konmibus: PAD wrhadap AMBRD & Nabupatey
Mamasa pabmg kevil, hal w mcnnn:ukkau‘u hatl“.
pemenatah ren behum mampimengembangkan
ﬂgtq;gih:‘::?\:‘tﬂlngg& tdak dapat memingkatkan
-N“* dan regnbus dacrah, serta hasid dan pengelalaan
k&;\m dacrah. Pencnimaan PAD tersebut torbosag
dan n-mhm dacrah dan hasil pengelolaan Kehayaan
dacrah vang dipisahkan. Belania barang dan jasa sona
belama modal mencapar SO 48 dan total belanga dan
lebah hesar danpada belanja pegawan,

Kabupaten  Rokan  Hibr  yang  merupakan
kabupaten  yanmg  berbasis  pertambangan  dan
penggalian,  wiapt  sektor  pertanian perkebunan

schenarmya sangat besar yang memben hontribusg
schesar 2L88%  bagr  perekonomiannya.  Hasil
perkebunan yang utama adalah kelapa sawit, karet
dan kopi. Belanja barang dan jasa serta modal vang
mencapal 64.24% dan wtal belanja juga menggerakkan
perekonomian daerah, Beguu pula di Kabupaten Rote
Ndao dalam menmgkatkan PAD ferutama d
pertamian, selam 1w dengan pe
Kabupaten Rote Ndao untuk belanja barang dan
Fsa sera belanja modal yang mencapar 54,10 %
dan total belanja pemenntah Kabupaten Rote Ndao
lah memacu perekonomian di wilayah tersebut,
Apabila dibandingkan dengan belanja untuk pegawai,
b?'mj‘ untuk barang dan jasa serta belanja modal
& ketiga kabupaten pemekaran lebih besar. Hal ini
mengindikasikan bahwa pemenintah memperhatikan

pembangunan ekonom gj dacrahnya masing-masing.

PAD Kabupaten Rote Ndao belum  mampu
m menggerakkan roda pemerintahannya, untuk
NNYa bergantung pada dana perimbangan

yang d"‘“_'“nm.\‘d dan Pemerintah pusat. Kabupaten
Hilir meskipun merupakan kabupaten kaya
¥, tetapi guna menjalankan roda pemerintahannyd
belum dapat mandir; sepenuhnya dari pendapatan asl
¥a. Apabila dana perimbangan  dihentikar.
™da  pemerintahan o ketiga  kabupaten
Pemekaran tersebyy masih berjalan? Kuncoro (2000)
s terhihay Jelas dari rendahnya proporsi PAD
® an Asli Daerah) terhadap total pendapat®?
ST dibanding besarnya subsidi (grons) 'Va::
d:."’p dani pusar. Indikator desentralisasi tiskald:d:"h
" anlara PAD dengan fotal pendapatan dacr
PAD terdiri dar; pajak-?mjak dacrap;. retribus! d:cr:;l:
PNCTMAan dai dinas, laba bersih dari pecsah
daerah (B

UMD) dan lain-lain penenimaan.

an sekftor
ngeluaran Pemerintah
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PENUTUP

Perckonomian di tiga daerah pemekaran cukup
berkembang dengan karakteristik masing-masing.
Kabupaten Rote Ndao yang merupakan daerah
yang miskin, wajar apabila menggantungkan dana
perimbangan dari Pemerintah pusat guna menjalankan
roda pemerintahannya. Pertumbyhan ekonominya
lambat, karena potensi yang untuk menggerakkannya
sangat terbatas. dan juga karena merupakan daerah
yang terisolasi dengan akses Yyang sangat terbatas untuk
mencapainya. Walaupun begity laju  pertumbuhan
ckonominya melebihi pertumbuhan penduduknya,
sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat
dicapai. Potensi yang ada seperti pantai-pantai yang
indah yang sering digunakan untuk perlombaan
selancar internasional perlu lebih dipromosikan,
karena selama ini kelihatannya kurang promosi.
Kontribusi PAD terhadap APBD kecil, sehingga perlu
menggerakkan sektor riil seperti kerajinan rumah
tangga dan pemberian bantuan bibit ternak dengan
sistem bagi hasil (Kabupaten Rote Ndao mempunyai
padang pengembalaan yang luas).

Kabupaten Mamasa mempunyai laju
perekonomian yang lebih tinggi dari pertumbuhan
penduduknya. PADnya sangat kecil karena tidak
mempunyai industri besar, hasil pertanian dan
perkebunan penduduk yang melimpah seperti kopi
mestinya dapat memicu perekonomian di Kabupaten
Mamasa dengan cara pengolahan kopi yang dilakukan
di tempat (Mamasa) tidak di bawa ke luar wilayah
sebagaimana saat ini. Hasil perkebunan ditampung
dalam wadah koperasi, dan koperasi diwajibkan
mengolahnya. Selain hal itu, kemampuan masyarakat
yang relatif baik (IPM menengah ke atas) perlu diberi
kesempatan mengembangkan diri untuk menunjang
pariwisata yang potensial di Kabupaten Mamasa
dengan kerajinan yang khas Mamasa.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang
kaya raya dengan sumberdaya alamnya, meskipun
begitu guna menjalankan roda pemerintahannya
Kabupaten Rokan Hilir menggantungkan pada
limpahan dana perimbangan dari Pemerintah pusa!
Yang sangal besar jumlahnya. Antisipasi Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir belum kelihatan, sebenarnya
“Pabila pemerintah daerah dapat menarik investor
di bidang pengolahan pertanian yang lebih banyak,

'4ma untuk mengolah buah kelapa sawit, maka
Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir akan semakin
Pesat berkembang, Pabrik-pabrik pengolahan kelapa
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sawit yang berada di daerahnya akan menggerakkan
perekonomian lainnya, sehingga menimbulkan efek
domino (multiplier effect).

Kabupaten Rokan Hilir perlu mengantisipasi
pertambahan  penduduk yang tinggi sehingga
pembangunan yang dilaksanakannya tidak sja-
sia. Semua kabupaten untuk menggerakkan
perekonomiannya, menggunakan dana perimbangan
yang diterimanya dari Pemerintah pusat. Kabupaten
Rokan Hilir yang paling berhasil memanfaatkan
kekayaannya  sehingga dapat  meningkatkan
penerimaan PADnya, dan mengentaskan penduduk
miskin sehingga jumlahnya hanya 6,73%.
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